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Abstrak
Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan syar’i antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan dari hubungan itu akan terwujud tujuan dan maksud pernikahan. Begitu pentingnya ikatan ini, maka Islam mengatur segala hal yang terkait dengannya, mulai dari persiapan menjelang pernikahan berupa etika pemilihan pasangan, tata cara melamar, hingga anjuran untuk memaklumatkan akad pernikahan lewat walimah (resepsi). Pernikahan juga mengandung kemaslahatan sosial disamping kedudukannya sebagai salahsatu ibadah. Pernikahan yang sehat akan menjamin kemapanan hubungan sosial kemasyarakatan.
Kata kunci: nikah, akad, fikih
Pendahuluan

Manusia diciptakan memiliki kecende-rungan-kecenderungan terhadap hal-hal yang membuat dirinya merasa lebih nyaman. Kecenderungan terhadap harta membuatnya ingin memiliki harta agar hidupnya lebih ter-jamin. Kecenderungan terhadap anak sebagai pelangsung garis keturunannya yang sekaligus sebagai penjamin eksistensi dirinya. Kecen-derungan terhadap lawan jenis sebagai tem-patnya melabuhkan rasa sayang sekaligus sumber ketenangan dirinya.

Islam mengadopsi kecenderungan-ke-cenderungan ini dengan jalan yang halal. Kecenderungan memiliki harta diakomodir lewat jalan jual-beli, hibah, hadiah, sewa dan lain sebagainya. Kecenderungan memiliki anak diakomodir lewat jalan pernikahan, karena hanya anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah yang dapat menurunkan garis ketu-runannya. Kecenderungan terhadap lawan je-nis juga diakomodir lewat jalan pernikahan, karena hanya lewat pernikahan yang sah akan timbul rasa tenang, damai dan membaha-giakan.

Pernikahan juga dapat menjaga kemas-lahatan sosial. Ditengah gonjang-ganjingnya kerusakan sosial, pernikahan yang sah dan kuat pondasinya akan membentengi individu keluarga sehingga tidak mudah terpengaruh dengan penyakit-penyakit sosial yang berkembang di sekelilingnya. Dalam pan-dangan Islam, pernikahan bukan hanya se-bagai media peluapan kecenderungan terha-dap lawan jenis, tetapi diharapkan juga sebagai pilar penopang kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila pernikahannya baik maka akan berimbas pula pada terwujudnya tatanan masyarakat yang baik.

Nikah
Kata nikah secara bahasa bermakna al-wath’u (hubungan suami istri), tersimpulnya ikatan suami istri dinamakan nikah, karena ia merupakan sebab terjadinya al-wath’u yang mubah. 

Sebagian ulama yang lain mengatakan nikah secara bahasa berarti akad secara hakikat, sedangkan secara kiasan bermakna al-wath’u. Al-Syaukani memperkuat pendapat ini karena al-wath’u tidak boleh terjadi tanpa ada izin dari keluarga dan akad pernikahan merupakan simbol dari izin keluarga.  

Sedangkan arti nikah menurut istilah bersifat variatif namun secara substansi hampir sama. Diantaranya definisi yang dikemukakan oleh pengarang kitab ad-durr al-mukhtar kebolehan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak ada halangan syar’i untuk menikahinya.
Dalam kitab Nihayat al-Muhtaj dika-takan bahwa nikah adalah “sebuah akad yang berakibat kebolehan melakukan al-Wath’i”. 

Definisi nikah yang lebih komprehensif dilontarkan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa nikah adalah “sebuah akad yang berimplikasi halalnya bersenang-senang setiap pasangan satu dengan lainnya dengan cara yang diperbolehkan syara”. Definisi ini menjelaskan hakikat nikah dan kekhususannya dibandingkan akad-akad yang lain.
Hikmah Pernikahan
Pernikahan sebagai sebuah ikatan resmi laki-laki dan perempuan mengandung banyak hikmah, diantaranya :

1. Manusia diberikan insting-insting sejak awal penciptaannya, diantara sekian ba-nyak insting itu adalah insting sexual berupa ketertarikan lelaki kepada perem-puan, atau sebaliknya ketertarikan perem-puan kepada lelaki. Ketertarikan ini men-dorong keduanya untuk meluapkan hasrat sexualnya kepada pasangannya. Maka sebagai salahsatu bentuk pemuliaan Allah kepada manusia, diaturlah lembaga perni-kahan sebagai solusi yang masyru’ bagi se-tiap pasangan meluapkan hasratnya. Kare-na sangat bertentangan dengan kemuliaan manusia bila mereka dibiarkan meluapkan hasratnya tanpa ada batasan dan aturan seperti halnya binatang.

2. Pentasyri’an nikah dalam Islam mewu-judkan rasa nyaman dan tenang bagi se-orang lelaki di tengah keberadaannya ber-dampingan dengan pasangannya, serta merealisasikan rasa cinta dan rahmah di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21.
3. Lembaga pernikahan menyembulkan sifat kepemilikan khusus seorang lelaki atas istrinya dan seorang perempuan atas suaminya, sehingga kepemilikan khusus ini memberikan identitas baru bagi masing-masing pasangan, tidak seperti halnya binatang yang tidak mengenal sifat kepe-milikan ini. Konsekwensi dari sifat kepe-milikan ini adalah adanya keturunan yang jelas garis keturunannya, yang berimplikasi pada adanya hak pengasuhan baik secara materi maupun immateri. Hingga tum-buhlah anak ini dalam keadaan yang nor-mal, jauh dari penyelewengan. Beda de-ngan anak yang lahir dari hubungan gelap, mereka secara spontan akan ditolak masya-rakat, tidak diakui nasabnya dan tidak mendapatkan limpahan kasih sayang ke-dua orang tuanya.

4. Dengan lembaga pernikahan ini akan ter-bentuk keluarga yang sehat, saleh dan kuat. Dari kumpulan keluarga yang saleh ini akan terbentuk masyarakat yang saleh. Beda dengan masyarakat yang digoncang-ganjingkan dengan anak-anak yang lahir di luar pernikahan dan masyarakat yang terdiri dari keluarga yang tercerai berai yang tidak berpondasikan dasar-dasar aturan pernikahan yang syar’i.

5. Memperbanyak umat Islam, dan dengan jumlah yang banyak ini akan terwujud ke-kuatan yang mapan. Karenanya, Islam me-nganjurkan untuk menikahi wanita-wanita subur. Imam Ghazali berkata: “Faidah per-tama dari pernikahan adalah adanya anak, itulah tujuan asal ditetapkannya nikah, maksudnya adalah untuk menjaga keber-langsungan umat manusia”.
6. Dengan adanya pernikahan akan menjaga keeksisan manusia yang merupakan hal penting demi menjaga keutuhan dunia sampai waktu yang ditentukan Allah Ta’ala. Meskipun kelanggengan umat ma-nusia dapat juga terwujud tanpa lewat aturan pernikahan,semata-mata hanya ka-rena hubungan lelaki dan perempuan tanpa ada aturan seperti halnya binatang, tetapi itu tidak bersifat sempurna, karena yang diinginkan adalah kelanggengan umat manusia dalam bentuk yang layak dan se-suai dengan kemuliaan manusia. Al-Kamal bin al-Hammam mengatakan “sebab disya-riatkannya pernikahan terkait dengan ke-langgengan manusia yang telah ditetapkan di alam Azali dalam bentuk yang paling sempurna, karena kalau tidak, bisa saja terjaga kelanggengan jenis manusia dengan al-wath’u yang tidak sesuai syara’, tetapi hubungan ini akan berakibat pada keza-liman, pertumpahan darah dan tersia-sianya keturunan, beda dengan hubungan yang sesuai dengan syara”.  
Hukum Pernikahan
Mengingat begitu banyaknya hikmah yang terkandung dalam pernikahan, maka Islam mensyariatkannya lewat firman-firman Allah QS An-Nisa : 3, QS an-Nur : 32, dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya : “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu merupakan benteng pertahanan”. Umat Islam pun sepakat mengatakan bahwa nikah ditetapkan dalam Islam. Kesepakatan umat Islam ini menjadi dalil pensyariatan nikah.
Dalam Islam, hukum nikah ini sendiri bisa bersifat wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Tergantung dengan kondisi dan situasi calon pengantinnya. Nikah menjadi wajib jika seseorang takut dirinya terjebak perzinahan bila tidak segera menikah. Seorang manusia wajib menjaga diri dari perzinahan dan solusinya lewat pernikahan, maka pernikahan menjadi wajib dalam kondisi seperti ini, karena “ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahua wajib”. Ini adalah pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu al-Qudamah. Sedangkan Dhahiriyyah berpendapat wajib menikah bagi orang yang mampu tanpa perlu dikaitkan dengan kekhawatiran terjerumus perzinahan bila tidak segera menikah.
Nikah juga bisa menjadi sunnah apabila sudah ada dorongan hasrat sexual tetapi ia mampu menahan dirinya dari jebakan zina dan mampu memberikan mahar dan nafkah kepada istri.   
Nikah menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, baik karena sakit ataupun sudah tua, karena penyebab yang membuat wajib atau sunnahnya menikah tidak ada, yakni adanya syahwat dan khawatir terjerumus perzinahan. Karena tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan, sementara bagi orang yang tidak memiliki syahwat tidak memiliki tujuan ini, maka ia dihukumi boleh seperti halnya semua hal yang mubah karena tidak ada halangan syara’. Dalam kondisi seperti ini, menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lebih utama daripada menikah. 
Nikah juga dapat menjadi haram hukumnya bila seseorang yakin akan menzalimi dan menyengsarakan perempuan bila ia menikahinya, misalnya ia tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau ia yakin tidak akan mampu berbuat adil bila ia menikah lagi dengan istri kedua, karena sesuatu yang akan menghantarkan pada yang haram maka ia pun menjadi haram.

Makruh juga dapat menjadi hukum nikah bila seseorang khawatir akan berbuat zalim dan menimbulkan kemudaratan bila menikah, kekhawatiran ini tidak sampai pada derajat yakin, misalnya karena tidak mampu memberi nafkah, tidak baik dalam berinteraksi suami istri, atau minusnya keinginan terhadap perempuan.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang hukum asal pernikahan, apakah ia wajib, sunnah atau mubah. Artinya jika ada orang yang dalam posisi aman syahwatnya –tidak terdesak gelora-, tidak khawatir terjebak zina jika belum menikah, dan memiliki kemampuan finansial berupa mahar dan nafkah, apakah hukum asal nikah bagi orang ini?
Dhahiriyyah mengatakan hukum asal nikah bagi orang ini adalah wajib berdasarkan ayat al-Quran dan hadits di atas. Alasannya nash-nash tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan nikah secara mutlak, perintah yang mutlak menunjukkan kewajiban secara mutlak juga, kecuali kalau ada dalil yang berlawanan dengannya. Di samping itu mencegah diri dari zina juga sebuah kewajiban, dan tidak dapat terealisir kewajiban ini kecuali dengan pernikahan. Sesuatu yang menjadi penyebab terwujudnya kewajiban maka ia menjadi wajib juga”. 

Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah seperti halnya jual beli. Berdasarkan pendapat ini maka menurut mereka menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah lebih utama dan afdhal daripada menikah bagi orang yang merasa aman mengendalikan syahwatnya dan tidak khawatir terjerumus pada perzinahan. Pendapat ini berdasarkan dalil-dali berikut ini :

1. Firman Allah QS an-Nisa : 24. Lewat ayat ini Allah mengabarkan tentang kehalalan menikah, al-muhallal dan al-mubah merupakan dua kata sinonim. 
2. Nikah menjadi sarana pemenuhan hasrat, dan pemenuhan hasrat pada hakekatnya memberikan manfaat kepada diri sendiri, sementara itu tidak wajib bagi seseorang memberikan manfaat kepada diri sendiri, melainkan mubah saja seperti halnya makan dan minum. 

3. Allah memuji Nabi Yahya AS “wa sayyidaan wa hashuraa” al-hashur bermakna orang yang tidak mendatangi wanita meskipun ia mampu untuk itu, seandainya nikah itu wajib niscaya ia tidak akan dipuji.
4. Di kalangan sahabat ada yang tidak mempunyai istri dan Rasulullah SAW mengetahuinya dan tidak mengingkari sikap membujang mereka. Ini menunjukkan bahwa nikah itu tidak wajib.

5. Nikah adalah akad timbal balik, maka menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lebih utama sebagaimana hukum jual beli.

6. Nikah menimbulkan hak-hak yang harus dipenuhi seorang lelaki, dan ia pada hakikatnya dapat terhindar dari kewajiban ini karena ia tidak memerlukan pernikahan berdasarkan kestabilan keadaan dan ketidakinginannya terhadap al-wath’u, maka nikah yang menjadi sebab keterikatannya terhadap kewajiban ini adalah sesuatu yang mubah, bukan wajib. 

Pendapat ketiga mengatakan hukum asal nikah adalah sunnah. Artinya nikah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, lebih utama dikerjakan dan lebih disukai dalam Islam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari berbagai madzhab. 
Mereka mendasarkan pendapatnya ini kepada dalil-dalil berikut :
1. Allah dan Rasulullah memerin-tahkan pernikahan, konsekwensi hukum minimal dari perintah ini adalah sunnah melakukan apa yang diperintahkan.

2. Sabda Rasulullah SAW yang membantah orang yang ingin membujang : “Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku menikahi perempuan. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan golonganku.”
3. Rasulullah SAW dan para melangsungkan pernikahan, dan mereka tidak menyibuk-kan diri melainkan dengan hal-hal yang lebih afdhal.

4. Maslahat pernikahan lebih banyak daripada menyibukkan diri dengan ibadah sunnah, karena dengan pernikahan akan menjaga agama dan membentenginya, menjaga wanita, melahirkan keturunan, memperbanyak umat dan merealisasikan kebanggaan Rasulullah SAW di hari Kiamat dengan banyak umatnya.

Pendapat yang lebih kuat dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat ketiga yang mengatakan bahwa hukum asal nikah itu adalah sunnah, berdasarkan hadits-hadits Rasulullah yang berisi anjuran untuk menikah, dan anjuran ini bukan bersifat wajib melainkan sunnah. Selain itu, kesunnahan nikah juga dapat ditilik dari prilaku para nabi, mereka juga melangsungkan pernikahan dan mempunyai anak istri. 
Bahkan kalau kita melihat kondisi sekarang, dimana kerusakan moral semakin merajalela, pergaulan bebas laki perempuan, maraknya perzinahan dan semakin melencengnya generasi muda dari norma-norma agama, maka dapat dikatakan hukum nikah di zaman sekarang ini sunnah yang mendekati wajib. Karena dengan pernikahan ini diharapkan dapat menjaga mereka dari perbuatan keji dan munkar yang akan mengikis ketahanan agama, rusaknya masyarakat dan maraknya hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka.

Melihat maraknya kerusakan ini sudah saatnya para pemangku kekuasaan memotivasi pemuda untuk menikah dengan cara :
1. Membersihkan masyarakat dari kerusakan dan mensterilkan lingkungan dari godaan-godaan yang akan menjerumuskan mereka;

2. Memperbaiki sistem pendidikan yang berujung pada kesadaran pemuda untuk menjaga kehormatan dirinya;

3. Memberikan kemudahan sarana dan prasarana bagi pemuda yang ingin menikah dengan menyediakan pemukiman yang terjangkau, pinjaman lunak untuk menutupi kebutuhan pernikahan dan rumah tangga;

4. Melakukan gerakan penyadaran massal bahwa nikah bukan akad jual beli, melainkan bergabungnya dua insan dalam naungan Islam untuk membangun keluarga saleh yang pada akhirnya akan berandil besar membangun masyarakat yang saleh juga;

5. Membentuk lembaga konsultasi pernikahan sebagai media bantuan bagi mereka ketika menghadapi masalah-masalah yang timbul dari pernikahan. Lembaga ini diperkaya dengan ahli-ahli Fikih, Sosiolog dan pakar ekonomi.
Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Fikih
Pernikahan sebagai sebuah perbuatan hukum juga memiliki rukun dan syarat sebagaimana perbuatan hukum yang lain, dan ia tidak akan dianggap sah bila tidak memenuhi ketentuan ini.

Rukun berarti sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya sesuatu yang lain dan ia termasuk bagian dari eksistensi sesuatu yang ditimbulkan itu. Sedangkan syarat meskipun ia menjadi penyebab timbulnya sesuatu yang lain tetapi ia bukan bagian dari eksistensi sesuatu yang ditimbulkan. Artinya ia tetap menjadi bagian luar eksistensi sesuatu yang ditimbulkannya.

Menurut Jumhur ulama rukun nikah itu ada empat :

1. Shighat ( Ijab dan Qabul );

2. Calon mempelai perempuan;

3. Calon mempelai laki-laki;

4. Wali.

Ijab menurut Jumhur ulama bermakna lafaz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan qabul bermakna lafaz yang menunjukkan keridhaan suami atas terikatnya pernikahan tersebut.

Selama sebuah pernikahan memiliki empat rukun di atas, maka ia nyatakan sah secara hukum Islam.

Sedangkan syarat pernikahan ada empat macam :

1. Syarat in’iqad (tersimpulnya akad);

2. Syarat sah;

3. Syarat an-nafadz (akibat hukum);

4. Syarat al-luzum (kepastian hukum).


Syarat in’iqad adalah syarat yang harus ada dalam rukun akad, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batal. Syarat ini meliputi keadaan dua orang yang berakad –laki laki dan perempuan- dan shighat ijab qabul.

Syarat yang terkait dengan pelaku akad ini adalah :

1. Kemampuan bertransaksi: hendaknya pelaku akad baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain mempunyai kemampuan untuk melangsungkan akad, dan ini cukup dibuktikan dengan usia mumayyiz. Jika pelaku akad belum mumayyiz seperti anak kecil yang belum berusia tujuh tahun dan orang gila, maka pernikahannya dianggap batal karena tidak ada keinginan dan maksud yang benar secara syara’. 

2. Orang yang berijab tidak menarik ijabnya sebelum keluarnya lafaz qabul, karena ijab tidak berlaku sebelum keluar lafaz qabul. Bila yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum ada qabul , maka penarikan ijab itu dianggap sah dan akad dianggap tidak ada.

3. Pelaku akad dapat mendengar lafaz pihak lain, meskipun mendengarnya tidak harus hakiki lewat alat pendengar. Mendengar disini berarti juga secara hukmi, misalnya lewat surat yang dikirimkan kepada pihak perempuan yang tidak ada di tempat. Lewat surat ini dapat difahami bahwa telah terjadi pernikahan antara keduanya.
4. Calon mempelai wanita harus benar-benar seorang perempuan, maka tidak sah akad nikah terhadap sesama lelaki atau banci.

5. Calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai lelaki. Pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan mahram dinyatakan batal.

Sedangkan syarat yang terkait dengan shighat akad yaitu :

1. Satu majlis jika kedua pelaku ada di tempat yang sama, artinya ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, bukan berarti kedua pelaku akad –mempelai lelaki dan perempuan- harus dalam satu majlis. Jika majlis ijab dan qabul terpisah, maka akadnya dianggap batal. Barometer satu majlis atau bukan dalam shighat akad ini kembali pada patokan adat istiadat yang berlaku. Sesuatu yang dianggap adat sebagai sebuah hal yang mencerminkan keengganan berakad atau menjadi pemisah antara ijab dan qabul, maka itu dinilai telah merubah majlis. Sedangkan jika salahsatu pelaku akad tidak ada di tempat, misalnya berada di tempat yang jauh hingga harus dikirimi surat yang berisi ijab, maka qabulnya akan dihitung ketika ia telah membaca surat itu dan menyatakan qabulnya di hadapan saksi. Dan akad ini dinyatakan sah karena ijab qabulnya dianggap dalam satu majlis.
2. Kesesuaian isi antara ijab dan qabul, baik mengenai obyek shighat akad maupun besarnya mas kawin. Bila wali berijab dengan menyebut nama salahsatu anak perempuannya, sementara mempelai lelaki menyebut anak perempuannya yang lain dalam lafaz qabulnya, maka akad ini dinyatakan tidak sah. 

3. Shighat akad harus menunjukkan berlakunya akad pada waktu sekarang, maka tidak sah akad bila diucapkan “Saya nikahkan kamu besok”. Karena akad nikah merupakan akad kepemilikan dan timbal balik dan syara’ telah menetapkan akad nikah agar hukumnya berlaku pada waktu sekarang, adanya ta’liq waktu yang akan datang bertentangan dengan hakikat syara’.
Syarat sah akad meliputi :

1. Calon mempelai wanita adalah wanita yang halal untuk dinikahi, artinya ia  tidak memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai lelaki. Pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan mahram dinyatakan batal.

2. Calon mempelai lelaki maupun wanita ataupun orang yang mewakili keduanya tidak dalam keadaan ihram. Jika keduanya atau salahsatunya  atau walinya atau orang yang mewakilinya dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah, maka akadnya dianggap batal. Pendapat ini diutarakan oleh fuqaha Dzahiriyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah sah akad nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, baik itu calon mempelai lelaki, perempuan atau pun walinya. Adapun hadits Rasulullah SAW yang melarang orang yang sedang ihram untuk melakukan nikah, maka nikah disini dimaknai sebagai al-wath’u, artinya yang dilarang ketika ihram adalah melakukan hubungan suami istri, sedangkan melangsungkan akad nikah tetap diperbolehkan.
3. Akad nikahnya tidak dibatasi waktu, maka tidak sah nikah yang disyaratkan ada batas waktu tertentu ketika pengucapan akad.

4. Sekufu.


Diantara syarat sah nikah hendaknya suami sekufu dengan wanita yang dinikahinya. Pendapat ini dilontarkan oleh sebagian besar madzhab fikih, baik itu Hanafiyah, Syafi’iyyah, Malikiyyah dan satu riwayat dari Hanabilah.

5. Adanya saksi. Demi kesahan akad isyaratkan kehadiran saksi ketika akad berlangsung. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”

Tetapi ulama berbeda pendapat tentang hal ini dalam tiga  kelompok pendapat:

Pendapat pertama; Disyaratkan ada saksi ketika akad berlangsung, kalau tidak ada maka akadnya menjadi fasid. Pendapat ini diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab, ‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu ‘Abbas, Sa’id bin al-Musayyab, al-Hasan, an-Nakha’i, Qatadah, ats-Tsauri, dan al-Auza’i. Pendapat inilah yang dipegang jumhur fuqaha dari Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah dan az-Zaidiyyah.
Pendapat kedua; Sah nikah tanpa ada saksi. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar, al-Hasan bin ‘Ali, Ibnu az-Zubair, Salam dan Hamzah keduanya putra Abdullah bin ‘Umar. Inilah pendapat Abu Tsaur, Ibnu al-Mundzir, Imam az-Zuhri dan madzhab al-Ja’fariyyah.

Pendapat ketiga; persaksian atas pernikahan bukan menjadi syarat sahnya nikah, melainkan syarat ketika hendak dukhul dengan istrinya. Inilah pendapat madzhab Malikiyyah. Menurut mereka kehadiran dua orang saksi ketika akad hanya disunnahkan, tetapi menjadi wajib ketika hendak dukhul. Jika seorang suami melakukan dukhul tanpa ada kesaksian dua orang saksi, maka nikahnya difasakh dengan talak, karena akad yang telah terjadi sah, maka memfasakhnya dihitung sebagai talak.
Pendapat yang kuat dari ketiga pendapat di atas adalah pendapatnya jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa saksi menjadi syarat sah akad nikah berdasarkan hadits Rasulullah SAW di atas. Bahkan mereka menambahkan dianjurkan lagi untuk memaklumatkan pernikahan setelah akad berlangsung meskipun hanya dengan memukul rebab. 
Syarat nafadz akad pernikahan

Akad yang nafidz maksudnya adalah akad yang menimbulkan akibat hukum ketika selesai pelaksanaannya. Maka syarat nafadz adalah syarat yang menyebabkan akad tersebut mempunyai akibat hukum. Jika syarat ini terpenuhi, maka akad nikahnya mempunyai akibat hukum, jika belum terpenuhi, maka akibat hukumnya akan tergantung pada rekomendasi pihak yang berwenang memberikannya. Adapun syarat-syaratnya adalah :
Syarat pertama; Kelaikan orang yang berakad. Orang yang melangsungkan akad disyaratkan mempunyai kelaikan untuk berakad, yaitu baligh berakal dan merdeka. Jika ia memenuhi semua kriteria ini, maka akadnya akan menimbulkan akibat hukum, jika tidak, misalnya yang berakad masih kecil, mumayyiz, atau budak, maka akadnya tergantung pada rekomendasi wali atau tuannya. Bila ada rekomendasi maka akadnya akan menyebabkan akibat hukum, bila tidak maka akadnya dianggap batal. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyyah.  

Syarat kedua; Mempunyai kekuasaan wilayah untuk melaksanakan akad. Tidak cukup seorang yang berakad hanya memenuhi kriteria baligh berakal dan merdeka, tetapi ia juga harus memiliki kekuasaan untuk melakukan akad nikah. Jika seseorang melaksanakan akad nikah untuk dirinya, atau orang yang dibawah perwaliannya atau untuk orang yang diwakilinya, maka ia harus memiliki kekuasaan hingga akadnya dapat menyebabkan akibat hukum.

Sedangkan jika ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, seperti seseorang melangsungkan akad nikah untuk anak perempuan kecil sedangkan ia bukan walinya, atau ia mewakili orang lain untuk melangsungkan akad nikah padahal orang yang terkait tidak pernah memberikan mandat perwakilan kepadanya, maka akad nikahnya tergantung pada rekomendasi orang yang bersangkutan, jika ia memberikan maka akad nikahnya menimbulkan akibat hukum, jika tidak maka nikahnya batal.
Syarat Luzum akad nikah


Luzum akad adalah salah seorang pelaku akad atau pihak lain tidak dapat memfasakh pernikahan setelah akad berlangsung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi hingga akadnya dianggap lazim adalah :
Syarat pertama; Hendaknya wali bagi orang yang tidak memiliki kelaikan seperti orang gila dan orang yang kurang laik seperti anak lelaki kecil dan anak perempuna kecil adalah bapak atau kakeknya. Ini adalah syarat yang dilontarkan Abu hanifah dan Muhammad. Seandainya yang menikahkan mereka selain bapak atau kakek, misalnya saudara lelaki atau paman, maka mereka boleh memfasakh akadnya ketika hilang penghalang kelaikannya dengan sembuh dari kegilaannya atau telah mencapai usia baligh, meskipun sekufu dan dengan mahar mitsil. 
Syarat kedua; hendaknya mempelai lelaki sekufu dengan mempelai perempuan jika ia seorang wanita baligh merdeka berakal dan menikahkan dirinya sendiri dengan mahar mitsil tetapi tanpa ridha walinya. Sedangkan jika ia menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu, maka walinya boleh memfasakhnya, karena akad nikah ini tidak mengandung kepastian hukum bagi mereka. Tetapi hak memfasakh ini hanya bisa dilakukan bila suami belum melakukan dukhul dan istri belum melahirkan anak. Bila ia telah melahirkan anak maka wali tidak boleh lagi memfasakh untuk menghindari kemudaratan bagi si anak yang dilahirkan. 

Syarat ketiga; hendaknya tidak ada unsur penipuan. Jika seorang suami menipu wali mempelai wanita dengan menyatakan ia sekufu dengannya, atau mengaku keturunan yang bukan nasabnya, lalu setelah itu terbuka kebohongannya itu  maka mempelai wanita ataupun walinya berhak memfasakhnya. 

Syarat keempat; sempurnanya mahar mitsil ketika seorang perempuan baligh berakal dan merdeka menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang sekufu tanpa ridha walinya.

Syarat kelima; sang suami tidak mengidap penyakit impotensi atau ada cacat pada alat kelaminnya  ketika istri tidak ridha dengan kondisi ini. Jika istri tidak ridha maka ia berhak minta dipisahkan. Inilah syarat-syarat nikah yang telah diatur syara’.
Akibat Hukum Pernikahan Menurut Fikih
Akad nikah yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Akibat hukum ini berbentuk hak-hak yang timbul dari akad yang sah yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, atau seorang istri terhadap suaminya.

Terdapat tiga macam hak yang merupakan akibat hukum dari akad nikah yang sah, yaitu :

1. Hak seorang istri atas suaminya;
2. Hak seorang suami atas istrinya;
3. Hak yang berserikat antara suami istri.

Pertama; Hak seorang istri atas suaminya. Ketika sebuah akad nikah dinyatakan sah, maka serta merta istri berhak mendapatkan hak-haknya berupa; mahar, nafkah dan perlakuan baik. Ketiga hak inti inilah yang harus dipenuhi seorang suami.

Mahar artinya harta yang wajib dibayarkan seorang suami ketika akad kepada istrinya, baik dengan cara disebut jumlahnya atau tidak. Ia juga kerap dsebut dengan istilah Shidaq, untuk menunjukkan kesungguhan keinginannya untuk menikah yang menjadi sebab kewajiban membayar mahar. Di kalangan masyarakat Indonesia, kata mahar sering diungkapkan dengan mas kawin, karena kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat adalah membayar mahar dengan emas yang diberikan ketika perkawinan, maka jadilah idiom mas kawin sebagai pengganti kata mahar. 
Kewajiban membayar mas kawin ini berdasarkan firman Allah QS an-Nisaa : 24 dan QS An-Nisaa : 4. Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk membayar mas kawin ketika akad. Ketika Abdurrahman bin ‘Auf datang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah menikah, maka Rasulullah SAW bertanya :”Apa yang kamu berikan sebagai mas kawin?”, dijawab oleh Abdurrahman :”Emas sebesar biji korma”. Lalu Rasulullah SAW mendoakannya dan memerintahkannya untuk mengadakan resepsi :”Adakanlah resepsi walaupun dengan seekor kambing”.  Bahkan umat muslim juga bersepakat tentang kewajiban membayar mas kawin. Kesepakatan bersama ini merupakan salahsatu dalil kuat yang menunjukkan kewajiban membayar mas kawin.
Hikmah diwajibaknnya membayar ams kawin adalah untuk menunjukkan kemuliaan obyek akad ini. Pensyariatan mas kawin bukan sebagai alat tukar seperti harga untuk barang dagangan atau upah barang sewaan. Hal ini ditunjukkan firman Allah QS an-Nisaa : 4 :”dan berikanlah kepada para istri mas kawinnya sebagai sebuah pemberian”. Ayat ini ditujukan kepada para suami, Allah memerintahkan mereka berbuat baik dengan memberikan mas kawin sebagai sebuah pemberian kepada istri-istri mereka. Penggunaan kata nihlah menunjukkan hal ini, karena asal katanya adalah al-‘atha yakni pemberian.

Mas kawin yang diberikan dapat berbentuk harta materi atau manfaat. Harta yang hendak dijadikan mas kawin ini hendaknya dapat dimiliki dan dipetik manfaatnya secara syara’ dalam kondisi alami –yakni dalam keadaan lapang dan mempunyai pilihan- , bukan dalam kondisi darurat. Segala sesuatu yang dianggap berharga dapat dijadikan mas kawin, bahkan manfaat menempati rumah misalnya, atau manfaat dari sebuah pekerjaan yang dilakukan seorang suami untuk istrinya, atau manfaat mengajarkan al-Quran juga dapat dijadikan mas kawin menurut jumhur ulama. 
Penyebutan jumlah mas kawin ketika akad bukan merupakan syarat sah akad nikah, hanya saja para ulama menganjurkan untuk disebutkan guna menghindari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan di masa depan. Ar- Ramly berkata :”Disunnahkan untuk menyebut jumlah mas kawin.”  Mas kawin yang disebutkan jumlahnya ketika akad nikah disebut dengan istilah mahar musamma. Dan ketika telah disebutkan jumlahnya, maka wajib bagi suami memenuhinya. Hanya saja pada beberapa negara seperti Mesir dan Suria dikenal kebiasaan untuk membayar mas kawin secara berangsur. Sebagian mas kawin dibayar ketika akad berlangsung dan sebagiannya lagi dibayar setelah bahtera rumah tangga mulai berlabuh, tergantung dengan waktu kemampuan suami untuk melunasinya, dan selama belum lunas, maka mas kawinnya masih dihitung sebagai hutang.
Nikah dan Kemaslahatan Sosial

Berbicara tentang pernikahan, orang kerap mengidentikkannya dengan urusan individu, hanya menyangkut kepentingan calon suami, calon istri, atau paling besar hanya menyangkut kepentingan keluarga besar mempelai laki-laki maupun perempuan. Padahal pernikahan sangat terkait erat dengan kemaslahatan sosial yang lebih besar. Masyarakat sebagai miliu sosial yang besar sangat tergantung dengan sehat tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan yang sehat akan membuat kestabilan hubungan masyarakat, dan sangat sulit membangun masyarakat yang sehat bila ikatan pernikahan individu didalamnya sangat rapuh.


Berikut ini beberapa bukti bahwa nikah mempunyai implikasi yang kuat bagi kemaslahatan sosial :

1. Menikah melindungi kelangsungan spesies manusia, kuantitasnya berkembang dan bertambah banyak secara turun temurun, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, QS. An-Nisa : 1 : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. Perkawinan melindungi keturunan;

Dengan perkawinan yang disyariatkan Allah  anak-anak akan merasa bangga dengan penisbahan dirinya kepada bapak-bapak mereka. Dengan penisbahan ini menunjukkan eksistensi diri dan menimbulkan kemapanan jiwa serta kemuliaan diri. Bila tidak ada pernikahan yang disyariatkan Allah maka masyarakat akan tergoncang disebabkan lahirmya generasi yang  tidak memiliki kemuliaan diri dan keburaman jalur keturunan.

3. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral;
Dengan pernikahan masyarakat aman dari penyimpangan akhlak, begitupun sebaliknya setiap individu juga aman dari virus penyakit sosial. Kecenderungan seksual terhadap lawan jenis yang diakomodir lewat jalan pernikahan akan membuat masyarakat  terbiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia dan layak untuk mengemban misi kebaikan.

4. Melindungi masyarakat dari penyakit;

Pernikahan yang sehat akan melindungi masyarakat dari penyakit ganas yang tersebar di antara anak-anak yang diturunkan dengan jalan zina.

5. Menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa;

Pernikahan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan kedekatan antara suami istri. Seorang suami yang menghabiskan harinya dengan bekerja keras, kembali ke rumah pada sore hari berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, ia akan terlupa dengan beban yang menggelayutinya di siang hari, dan hilanglah semua keletihan dan kepenatan. Begitupun yang dirasakan seorang istri ketika berkumpul bersama suami dan anak-anaknya.
6.  Kerjasama suami istri mendidik anak sebagai bagian dari tugas sebagai anggota masyarakat;

Sepasang suami istri bekerjasama dalam membina keluarga dan memikul tanggung jawab. Masing-masing melengkapi tugas pasangannya. Seorang istri bertanggung jawab sesuai dengan keunikan dirinya dan selaras dengan tabiat dan insting keperempuanannya. Begitupun seorang suami bertanggung jawab sesuai dengan tipikal dirinya dan insting kelelakiannya.

7. Tumbuhnya perasaan kebapakan dan keibuan.

Pernikahan akan menumbuhkan perasaan kebapakan pada diri suami dan keibuan pada diri istri. Perasaan mulian ini akan memberikan efek yang positif dalam perawatan anak, pengawasan terhadap kemaslahatan mereka dan berjalan bersama mereka dalam meretas kehidupan yang stabil dan tenang serta masa depan yang menjanjikan.

Inilah beberapa kemaslahatan sosial yang terdapat dalam sebuah lembaga pernikahan. Kemaslahatan ini juga terkait dengan kemaslahatan pendidikan anak, pembinaan keluarga dan pembangunan generasi mendatang yang sesuai dengan aturan-aturan syara’. 

Kesimpulan
Setelah kajian pernikahan ditinjau dari perspektif fikih dan kemaslahatan sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pernikahan merupakan bukti bahwa syariat Islam menghargai dan mengakui pemenuhan kebutuhan insting manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam selaras dengan fitrah manusia.  Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mengandung nilai dakwah yang lebih luas, yaitu bagaimana menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menjadi panutan bagi orang lain. Banyak kemaslahatan sosial yang dapat tercapai dengan adanya pernikahan, diantaranya dengan adanya pernikahan akan menurunkan tingkat kerusakan akhlak masyarakat yang menjadi penyakit sosial pada saat ini.
Daftar Pustaka
Abdullah Nasih Ulwan : Tarbiyah al-Aulad, Cairo : Dar as-Salam, 1426 H/2005 M
Al-Baihaqi : as-Sunan al-Kubra, India : Mathba’ah Majlis Dairat al-Ma’arif al-Utsmaniyyah, Cet. I : 1347 H

Ad-Dasuki : Hasyiyah ad-Dasuki ala asy-Syarh al-Kabir, Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt

Al-Ghazali : Ihya Ulum ad-Din, Cairo : Mathba’ah ‘Utsmaniyyah, Cet.I : 1352 H 

Al-Jashshash : Ahkam al-Quran, Astanah : Mathba’ah al-Auqaf al-Islamiyyah, 1335 H

Ibnu Abidin : Radd al-Muhtar ala’ ad-Durr al-Mukhtar, Mesir : Mathba’ah Musthafa al-Baabi al-Halabi, Cet. II : 1386 H

Ibnu Hajar al-Asqalani : Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari, Cairo : Mathba’ah as-Salafiyyah, tt   

Ibnu Hazm : Al-Muhalla, Beirut : Mansyurat al-Maktab at-Tijari, tt

Ibnu Katsir : Tafsir Al-Quran al-Adhim, Cairo : Mathba’ah Musthafa Muhammad, 1356 H

Ibnu Mandzur : Lisan al-Arab,  Mesir : Dar al-Masriyyah, tt

Ibnu Qudamah : Al-Mughni, Mesir : Idarat al-Manar, Cet. III : 1367 H

Al-Kamal bin al-Hammam : Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, Mesir : Mathba’ah al-Amiriyyah al-Kubra,  1315 H

Al-Kasani : Bada’i ash-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i, Mesir : Mathba’ah al-Jamaliyyah, Cet.I : 1327 – 1328 H

Mujamma al-Lughah al-Arabiyyah : al-Mu’jam al-Wasith, Cairo- Mesir, tt    

Muhammad Abu Zahrah : ‘Aqd az-Zawaj wa Atsaruhu, Cairo : Mathba’ah Mukhaimar, 1958M

An-Nawawi : Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Cairo : Mathba’ah al-‘Ashimah, tt

An-Nawawi : Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Cairo : Mathba’ah al-Mashriyyah, tt

Ar-Ramly : Nihayat al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, Mesir : Mathba’ah Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1357 H

Ar-Razy : Tafsir Kabir, Cairo : Mathba’ah al-Bahiyyah al-Mashriyyah, 1357 H

As-Sarikhsi : Al-Mabsuth, Mesir : Mathba’ah as-Sa’adah, 1324 H

Asy-Syafi’i : Al-Umm, Cairo : Syarikat at-Thiba’ah al-Faniyyah al-Muttahidah, Cet. I : 1381H

Asy-Syarbini : Mughni al-Muhtaj, Libanon : Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt

Asy-Syaukani : Nayl al-Authar, Cairo : Mathba’ah al-‘Utsmaniyyah al-Masriyyah, 1357 H
PAGE  
87
Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

